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Menimbang

INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja

pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,
perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara
pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan
pedoman pelaksanaan anggaran negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Di
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Mengingat

Menetapkan

LingkunganKementerian Pertahanan DanTentara Nasional

Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJIDI
LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut
Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah wunit
organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri Keuangan.

3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk
melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

4. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah
tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan

anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri dari UO


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm

10.

11.

2016, No.1893

Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat,
UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran
yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk
mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga selaku
ddan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai
kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian
Anggaran Kemhan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian
Anggaran Kemhan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan

Surat Perintah Membayar.
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Bendahara Pengeluaran adalah personel yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan
APBN pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI.
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai yang
selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang
diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola
pelaksanaan belanja pegawai.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada
negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa
BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang
selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan
mengenai penghentian pembayaran gaji/penghasilan
tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama
pegawai yang pindah atau diberhentikan yang
dibuat/dikeluarkan oleh PA/KPA berdasarkan surat
keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK
adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan
dalam media penyimpanan digital.

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk
uang dan/atau barang yang harus dibayarkan kepada
prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan, sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam
rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi

pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
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pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai
output dalam kategori belanja barang.

Gaji Prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan adalah gaji
pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang
diterima oleh prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan
yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan
surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan.
Gaji Induk adalah gaji prajurit TNIdan PNS/calon PNS
Kemhan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak
yang dimiliki.

Gaji Susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS
Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan
pembayarannya melalui gaji induk.

Kekurangan Gaji adalah kekurangan pembayaran kepada
prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan karena
perubahan pangkat/golongan, gaji berkala, jabatan,
dan/atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan.
Gaji Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan
kepada janda/duda/anak/orang tua yang menurut
peraturan perundang-undangan berhak menerima
pensiun dari prajurit TNI dan PNS Kemhan yang
meninggal dunia/tewas/gugur.

Meninggal Dunia adalah prajurit TNI dan PNS Kemhan
yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan
karena sedang menjalankan tugas atau karena
hubungan dengan pelaksanaan dinas.

Tewas adalah prajurit TNI, PNS,dan calon PNS Kemhan
yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas
berdasarkan perintah dinas bukan sebagai akibat
tindakan langsung lawan.

Gugur adalah prajurit TNI, PNS, dan calon PNS Kemhan
yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas
pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di luar
negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan.

Dokumen Pendukung Kepegawaian adalah surat
keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang

berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, serta



